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PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR: IX TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
SEBAGAI ALAT BAYAR PADA PEMERINTAH KABUPATEN

KONAWE SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2014

Menimbang

Mengingat

BUPATI KONAWE SELATAN,

a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Penatausahaan
Keuangan Daerah dalam lingkup pemerintah Kabupaten
Konawe Selatan, maka dipandang perlu untuk
menetapkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
sebagai Mat Bayar pada lingkup Pemerintah Kabupaten
Konawe Selatan.

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas perlu
ditetapkan dengan peraturan Bupati Konawe Selatan.

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Propinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4267);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undan7gan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);



6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kineija Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kabupaten, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun
2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Indonesia Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2007 Nomor 10);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5
Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007
tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Keija Dinas
Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Nomor 05);

15.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2009 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2014(Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 25);



17. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2013
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2014
(Berita Daer^ Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013
Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SURAT
PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) SEBAGAI ALAT BAYAR
PADA PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2014

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut

DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Konawe Selatan.

5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Kepala Satuan Keija Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disebut dengan SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

6. Bendaharawan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah
Pejabat Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam lingkungan
Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan yang bertindak dalam kapasitas
sebagai Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-
SKPD.

8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan
oleh BUD berdasarkan SPM.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Konawe Selatan.

Pasal 2

Surat Perintah Pencairan Dana yang disingkat SP2D adalah dokumen yang
digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD
Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan berfungsi sebagai Alat
Bayar.

Pasal 3

Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) di lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
adalah Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara
Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kuasa Bendahara
Umum Daerah.



Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe
Selatan,
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5.

Ditetapkan di Andoolo ,
pada tanggal, ^ •Qtiryv 2014

BUR LWE SELATAN,

Diundangkan di Andqolo
pada tanggal, 2014

^^^^^^KRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN,
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BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2014. NOMOR


